
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

72 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENATA USAHAAN

Menimbang

«

GUBERNUR JAWA TENGAH

: a. bahwa Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004, khususnya 
Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 
Tahun 2004 pada ketentuan Kriteria keadaan tertentu, 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka 
dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah tersebut dengan menetapkan Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2005 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833 );
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungi awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor'4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimanh telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4165 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 204, tambahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 4024);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 117);

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 111);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangau Daerah 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 19 seri D Nomor 1);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapk 'PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember
2004 Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2005 yang diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 89 khususnya Lampiran Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 72 Tahun 2004 pada ketentuan Kriteria keadaan tertentu huruf a)
sampai dengan huruf c) dan Ruang Lingkup dan tugas Pejabat Pengadaan
barang/jasa pada huruf a) sampai dengan huruf e) diubah dan dibaca sebagai
berikut:
a Sampai--dengan Rp. .5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dilaksanakan oleh

Pejabat Pengadaan barang/Jasa dengan kuitansi pembayaran bermeterai
secukupnya.

b. Di atas Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia
atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penunjukan Langsung
kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan SPK/Kontrak.

Ruang lingkup dan tugas Pejabat Pengadaan barang/jasa lebih dari
Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dengan cara sebagai
berikut:

Membuat Permintaan Penawaran kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah
ditunjuk.

Mengadakan evaluasi dan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita
Acara dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa.

Membuat Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan harga setelah
dinegosiasi yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan.

Membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditanda tangani
oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus Barang/Pekerjaan dan
Penyedia Barang/Jasa yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan.

a.

b.

c.

d.
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e. Bersama dengan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Pakta Integritas 
yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan.

Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa 
Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal
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